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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idP U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Gdt

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara; 

Telah mendengar  dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal  15 Januari

2020  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan Nomor

0043/Pdt.G/2020/PA.Gdt,  tanggal 15  Januari 2020  telah  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut 

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugatadalah  suami  istri  sah  yang  nikahnya

dilaksanakan pada tanggal,  04 November 2007 dirumah orang tua Penggugat

dengan wali  nikah  Ayah Kandung Penggugat  yang bernama  Bapak  SABAR,

mas  kawin  berupa  Seperangkat  Alat  Sholat dibayar  tunai  Yang  dicatat  oleh

Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Way Khilau

Kabupaten Pesawaran sebagaimana  bukti  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

501/18/XI/2007 Tertanggal  23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamtan

Way Khilau Kabupaten Pesawaran 

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka,

Penggugat bersetatus Perawan, sedangkan tegugar berstatus Perjaka
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id3. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul  sebagaimana layaknya Sumai

Istri (Ba’da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak :

1. Nama ANAK  lahir tanggal 03-10-2010

Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat 

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah

Oran Tua di Kelurahan Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten

Pesawaran selama lebih kurang 3 Tahun.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,

namau sejak  awal tahun 2014  rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak memberi nafkah selama 6 tahun berturut – turut.

- Tergugat  tidak  jujur  dan  berbohong  dalam  pengeluaran  uang  yang  telah

diperoleh Penggugat selama bekerja diluar negeri

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

pada akhir tahun 2014 dengan sebab Tergugat tidak member nafkah selama 6

tahun  berturut  –  turut yang  berakibat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pisah

tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat,  karena tidak

tahan dengan Perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat

tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Tergugat,

yang sampai dengan sekarang sudah berjalan  lebih kurang 6 tahun dan selama

itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

7. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  meminta  bantuan  kepada  keluarga

Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa  atas  Perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat  tidak  sanggup  lagi

bersuamikan Tergugat dan penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi

untuk mempertahankan rumah  tangga dengan dan lebih baik Bercerai;

Bahwa  berdasarkan  alasan/dali-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Gedung  Tataan  Cq  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa

dan  menagadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi ;

PRIMIR :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id1. Mengabulkan Gugatan Tergugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat () danTergugat () putus karena perceraian

3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama  Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat

hadir menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  Hakim  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat

kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha

tersebut tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan  jo.  Pasal 154 R.Bg.,

maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, in casu

para pihak  menyerahkan penentuan Mediator kepada  Majelis  Hakim dan selanjutnya

Ketua Majelis menetapkan Elis Marliani,.S.Ag,.M.H. sebagai Mediator;

Menimbang,  bahwa  berdasar  laporan  mediator  tertanggal  10  Februari  2020,

mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan

pembacaan  gugatan yang maksud dan  isinya tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat

dengan penambahan pada posita poin 5;

Menimbang, bahwa pada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan

Jawaban  secara  tertulis  namun  Tergugat  tidak  pernah  hadir  lagi  sehingga  majelis

hakim  tidak  mendengar  jawaban  Tergugat,  untuk  itu  pengadilan  menilai  Tergugat

melepas haknya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan bukti surat berupa;

a. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Penggugat

Nomor.470/192/VII.09.07/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung

Sari tanggal 29 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai

cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Gdt      Hal | 3 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idb. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Kecamtan  Way  Khilau  Kabupaten

Pesawaran, Nomor 501/18/XI/2007 Tanggal 23 Juli  2019, bukti  surat tersebut

telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Menimbang,  bahwa  setelah  diperlihatkan  kepada  Tergugat,  Tergugat

membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat  bukti

saksi masing-masing:

1. Saksi  pertama  Penggugat  bernama, SAKSI,  selanjutnya  menerangkan  hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Saya  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saya  adalah  saudara

sepupu Penggugat;

- Jarak antara rumah saya dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih

500 meter;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua

Penggugat di Gunung Sari Pesawaran;

- Penggugat  dan  Tergugat  sudah  mempunyai  1  orang  anak  dan  ada  dalam

pengasuhan Penggugat;

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik

dan  rukun,  namun  sekarang  ini  rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal 2014;

- penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat  tidak  memberi  nafkah  selama 6  tahun  berturut  turut,  dan  Tergugat

menghabiskan uang hasil dari Penggugat bekerja diluar negeri;

- Saya pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih

2 kali; 

- Saya sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bersitegang dan saling

mendiamkan;

- Sepengetahuan saya, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;

- Penyebab lainnya karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya walaupun

pekerjaan serabutan, akan tetapi masih ada hasilnya;

 Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Gdt      Hal | 4 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- Peristiwa tersebut terjadi sekitar 3 tahun yang lalu;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017sampai

sekarang sudahberjalan 3 tahun;  

- Yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Tergugat,  dan  merantau  ke

Muara Dua Kisam Sumatera Selatan;

- Selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi

berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh

masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

- Saya ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi  kedua Penggugat bernama SAKSI,  selanjutnya menerangkan hal-hal yang

pada pokoknya sebagai berikut: 

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu

Penggugat;

- Jarak antara rumah saya dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih

500 meter;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua

Penggugat di Desa Gunung sari Way Khilau;

- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan saat ini berada

dalam asuhan Penggugat.;  

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik

dan  rukun,  namun  sekarang  ini  rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun

2014;

- Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  keluarga  sehari  hari,  sehingga

Penggugat akhirnya bekerja keluar Negeri;

- Saya  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar kurang lebih kali;

- Sepengetahuan saya, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;

- Saya melihat tindak kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat, 2 kali;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun akhir 2014;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  sejak akhir  tahun 2016,

sampai sekarang sudah berjalan .4 tahun;

- Yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Tergugat  dan  merantau  ke

Muara Dua Sumatera Selatan;

- Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun nafkah

hanya untuk anak saja;

- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh

masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

- Saya ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mencukupkan   bukti-buktinya,  selanjutnya

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya

dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang,  bahwa untuk  lengkapnya  uraian  putusan ini,   maka segala  yang

termuat  dalam berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah

diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  dan Tergugat  beragama Islam dan perkawinan

mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah

hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2),  oleh karena itu

berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan  jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan  tentang  materi  pokok

gugatan Penggugat,  Hakim perlu  mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau

legal standing gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idTergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  telah

melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Way  Khilau oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat,  Penggugat

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur

dalam Pasal  14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  73 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan Penggugat

kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil

sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas.

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak

memberikan jawaban karena pada setelah pembacaan surat gugatan Tergugat tidak

hadir  lagi  menskipun  telah  dipanggil  secara  resmi,  sehingga  Tergugat  dianggap

melepas haknya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  maka  pokok

masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkaran

dan perselisihan terus menerus ?

2. Apakah selama Penggugat  dan Tergugat  berpisah telah  dilakukan upaya damai

oleh pihak keluarga? 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah

mengajukan bukti  surat yang bertanda P.1-P.2, dan akan dipertimbangkan  sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1-P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap

pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan

sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Jo  Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  2000  tentang  perubahan  tarif  Meterai  dan

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan  Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti  (P.2) tersebut berupa fotokopi  Kutipan Akta

Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka

pejabat yang berwenang untuk itu.   Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idsyarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna

dan mengikat  (volledig  en  bindende bewijskracht).  Berdasarkan alat  bukti  tersebut,

Penggugat  dan Tergugat  harus  dinyatakan terbukti  sebagai  suami  istri  yang terikat

hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  hadir  namun  karena  perkara  ini

menyangkut  perkara  sengketa  perkawinan,  sehingga  untuk  menghindari  terjadinya

penyelundupan  hukum  (rechts  on  dekking), atau  adanya  kesepakatan  saja  karena

dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW maka

kepada  Penggugat  tetap  dibebani  pembuktian,  karenanya  untuk  membuktikan

kebenaran  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  Hakim  memandang  perlu  mendengarkan

keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa karena dalil-dalil  gugatan Penggugat  tersebut  menyangkut

pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan  kepada ketentuan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Hakim dalam

perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat sebagai saksi. 

Menimbang,  bahwa  terhadap  pokok  permasalahan  dalam  perkara  ini  Majelis

Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua  orang saksi  yang  dihadirkan oleh

Penggugat   di  persidangan   masing-masing telah  memberi  keterangan  dibawah

sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah

menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana

telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi  Penggugat

tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan 

kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman 

sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan 

Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu 

kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian 

sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut 

telah dapat diterima sebagai alat bukti. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, serta pengakuan Penggugat 

dan Tergugat serta berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka ditemukan 

fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah dan dari 

perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis sekarang sering terjadi 

pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Tergugat 

menghabiskan uang hasil kerja Penggugat selama menajdi TKI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah  sekitar kurang lebih 4 tahun

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak 

ada nafkah;

- Bahwa selama berpisah telah dilakukan upaya penasehatan dari pihak keluarga 

Penggugat namun tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti 

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan 

terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcokan dikatakan ada, apabila 

timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, 

dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara

pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya 

pengakuan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, sedang perselisihan 

dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak 

lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun 

dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Penggugat 

karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara 

Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahnya Penggugat dan 

Tergugat selama 4 tahun lamanya, sehingga Hakim menilai telah terbukti konflik / 

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  telah memuncak dan berkepanjangan, 

sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah 

renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran 

sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka 

perkawinan akan menjadi rapuh.                                        

  Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat yang telah dilanda pertengkaran disebabkan karena Tergugat  yang tidak 

sepatutnya dan tidak  sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih 

memiliki rasa saling menerima, saling  mencintai dan saling mengerti satu sama lain 

meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi 

Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh  tahun lebih  

namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka 

terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah 

tangga keduanya rapuh.                                                         

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah pecah ( broken marriage ). 

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana 

kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana 

maksud Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor

1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam 

kehidupan rumah tangga ( keluarga ) Penggugat dan Tergugat.   

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan 

Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal 

yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat 

kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih 

besar daripada maslahatnya,  hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh 

yang berbunyi : 

 المصالح جلب على مقدمم المفاسد درء

Artinya: 

         “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang,  bahwa  telah  cukup  dilakukan  berbagai  upaya  untuk  kembali

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  dan  dipersidangan  telah  dilakukan  berbagai

upaya  damai  dan  penasehatan  namun  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya  untuk

bercerai  dengan Tergugat  karena,  telah membuktikan secara nyata Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  alasan  perceraian  Penggugat  telah

memenuhi  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal  39  ayat  2  Undang  Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

juncto  Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

  Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut  telah  cukup  alasan

mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra

Tergugat, terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami istri,  maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2)

huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam,  perceraian  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali  suci

dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan

puluh) hari. 

Menimbang,  bahwa  berdasar  pada  ketentuan  Pasal  89  (1)  Undang  Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009

tentang  Peradilan  Agama,  maka  semua  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  ketentuan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan  semua  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ()  terhadap Penggugat ();  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp791.000, ( tujuh ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah);  

Demikianlah  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari  Senin tanggal  23 Maret 2020 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  28  Rajab 1441 Hijriyah  oleh  oleh  ELIS

MARLIANI,.S.Ag.M.H sebagai Ketua Majelis, M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H. dan Hj.

MASRIAH  Hi.  SALASA,  S.HI.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  serta

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

tersebut  dibantu  oleh  REDOYATI,  S.H.,  M.H. sebagai  Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

                                                      

                                   ELIS MARLIANI,.S.Ag.M.H

Hakim Anggota            Hakim Anggota 

                 

     M. NATSIR ASNAWI,S.HI.,MH.                         Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI

Panitera Pengganti

                                                       

REDOYATI, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk. I  : Rp.   30.000,-
2. Biaya Proses  :  Rp.  50.000,-
3. Panggilan Penggugat: Rp.125.000,- 
4. Panggilan Tergugat  : Rp. 550.000,-
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id5. PNBP panggilan  : Rp.   20.000,- 

6. Redaksi  : Rp.   10.000,-
7. Biaya Meterai  : Rp.     6.000,-

Jumlah                      : Rp.791.000,-
 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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